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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan penafsiran hukum dalam
pembagian harta bersama pasca perceraian di Indonesia. Meskipun telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),
praktik peradilan menunjukkan adanya inkonsistensi, khususnya dalam Putusan
Mahkamah Agung No. 288 K/AG/2010 dan No. 266 K/AG/2010. Perbedaan
tersebut terletak pada cara hakim menafsirkan Pasal 97 KHI, apakah pembagian
harus dilakukan secara sama rata atau dapat disesuaikan dengan kontribusi para
pihak. Kondisi ini menimbulkan persoalan terkait keadilan dalam pembagian harta
bersama pasca perceraian, sehingga perlu dilakukan kajian komparatif untuk
memahami dasar pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan
yuridis komparatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis dan komparatif, yaitu
menggambarkan serta menganalisis ketentuan hukum tentang harta bersama dan
penerapannya dalam putusan Mahkamah Agung. Data yang digunakan berupa
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif
melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada perbandingan
Putusan No. 288 K/AG/2010 dan No. 266 K/AG/2010 untuk menilai konsistensi
penerapan hukum serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua pendekatan berbeda dalam
pembagian harta bersama. Putusan No. 288 K/AG/2010 menekankan kepastian
hukum dengan pembagian sama rata (72 : '2) setelah dikurangi hutang bersama,
sedangkan Putusan No. 266 K/AG/2010 mengedepankan keadilan substantif
dengan mempertimbangkan kontribusi pihak, sehingga menghasilkan pembagian
tidak seimbang (% untuk istri dan % untuk suami). Perbedaan ini menunjukkan
bahwa kedua putusan tidak saling bertentangan, melainkan mencerminkan
penerapan konsep keadilan yang berbeda, yaitu keadilan formal dan keadilan
proporsional, sesuai dengan kondisi masing-masing perkara.

Kata kunci: Putusan Mahkamah Agung No. 288 K/AG/2010 dan No. 288
K/AG/2010, Harta Bersama, Keadilan



ABSTRACT

This study is motivated by differences in legal interpretation in the division of
marital property after divorce in Indonesia. Although it has been regulated under
Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI), judicial
practice shows inconsistencies, particularly in Supreme Court Decisions No. 288
K/AG/2010 and No. 266 K/AG/2010. These differences lie in how judges interpret
Article 97 of the KHI, namely whether the division must be carried out equally or
can be adjusted based on the contributions of the parties. This situation raises
issues concerning fairness in the distribution of joint assets after divorce, thus
necessitating a comparative study to understand the legal reasoning behind the
judges’ considerations in both decisions.

This research employs a normative legal research method with a comparative
juridical approach. The nature of the research is descriptive-analytical and
comparative, aiming to describe and analyze legal provisions concerning joint
property and their application in Supreme Court decisions. The data used consist
of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed
qualitatively through a normative juridical approach. This study focuses on
comparing Decision No. 288 K/AG/2010 and No. 266 K/AG/2010 to assess the
consistency of legal application and its conformity with principles of justice.

The results of the study indicate that there are two different approaches to the
division of joint assets. Decision No. 288 K/AG/2010 emphasizes legal certainty
through equal division (" : ) after deducting joint debts, while Decision No. 266
K/AG/2010 prioritizes substantive justice by considering the contributions of the
parties, resulting in an unequal division (V4 for the wife and 7 for the husband).
This difference demonstrates that the two decisions are not contradictory, but
rather reflect the application of different concepts of justice, namely formal justice
and proportional justice, in accordance with the circumstances of each case.

Keywords: Supreme Court Decision No. 288 K/AG/2010 and No. 288 K/AG/2010,
Joint Property, Justice
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MOTTO

Kita harus yakin-seyakinnya bahwa semua kemungkinan itu mungkin”

( KH. Bahauddin Nursalim )

“Saat kamu merasa tidak ada orang yang berada di pihakmu,
tenanglah karena Allah selalu bersamamu.”

( KH. Bahauddin Nursalim )

“Kenikmatan yang paling nikmat adalah dengan tidak melihat nikmat
orang lain”

( KH. Bahauddin Nursalim )
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BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Harta bersama atau gono gini adalah harta benda yang diperoleh
selama masa perkawinan oleh suami istri, maka secara otomatis akan
masuk dalam harta bersama yaitu semua harta yang diperoleh dari hasil
usaha mereka bersama sejak saat awal perkawinan dilangsungkan
tepatnya sejak akad nikah diucapkan sampai terjadinya perceraian, baik
karena cerai mati ataupun cerai hidup, dan tidak termasuk ke dalamnya
harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang bersumber dari hibah
atau warisan ditujukan kepada para pihak dan harta tersebut otomatis
menjadi harta pribadi kecuali para pihak menghendaki lain.! Pembagian
harta bersama menjadi simbol keadilan ekonomi antara suami dan istri
setelah perceraian sebagai wujud perlindungan terhadap hak-hak
perempuan dalam hukum keluarga.

Dalam konteks hukum Islam, harta bersama dipahami sebagai
hasil kerja sama antara suami dan istri selama masa perkawinan, yang
kepemilikannya tidak hanya ditentukan oleh kontribusi finansial, tetapi
juga oleh pengorbanan non-material seperti dukungan emosional,
pengelolaan rumah tangga, dan peran reproduktif, yang lebih identik

digiyaskan dengan Syirkah abdan mufawwadhah yang berarti kerjasama

' Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-gini saat Terjadi Perceraian,

(Jakarta:Kencana,2008), hlm. 2.



dalam hal tenaga hingga tak terbatas.?

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai harta
bersama terdapat secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 35
UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh
selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan Pasal 36
memberikan hak kepada masing-masing pihak untuk mengatur
pemanfaatannya  berdasarkan  kesepakatan.® KHI Pasal 85-97
mempertegas prinsip syirkah dalam harta perkawinan, di mana suami dan
istri dianggap memiliki kedudukan yang sejajar dalam kepemilikan hasil
usaha bersama.* Namun demikian, implementasi norma tersebut dalam
praktik peradilan masih sering menimbulkan tafsir yang berbeda- beda.’

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam praktik peradilan
agama adalah inkonsistensi penerapan hukum oleh Mahkamah Agung.
Dua putusan yang menjadi fokus penelitian ini, yakni Putusan No. 288
K/AG/2010 dan Putusan No. 266 K/AG/2010, menunjukkan adanya
perbedaan dalam penentuan proporsi pembagian harta bersama meskipun

berangkat dari dasar hukum yang sama.

2 Dwi Anindya harimurti, “Perbandingan “Pembagian harta Bersama menurut Hukum
Positif dan Hukum Islam” Jurnal Gagasan Hukum, Vol 03, No 3 (2021), hlm. 160.

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4 Tim Perrmata Press, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan,
dan Pewakafan, (Jakarta: Permata Press, 2003), Cet. Terbaru, him. 28-30.

5 Ahdiyatul Hidayah. “Implementation of the principle of justice in the division of joint
property after divorce according to Islamic family law”. [jtihad: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial
Islam, Vol 24, No 2 (2024), him. 301.



Berikut tabel perbedaan pokok antara Putusan Mahkamah Agung

Nomor 288 K/AG/2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 266

K/AG/2010:

Tabel 1.1 Perbedaan pokok antar P utusan Mahkamah Agung

Aspek Putusan No. 288
Perbandingan K/AG/2010 Putusan No. 266 K/AG/2010
Berpedoman pada UU No. 1
Tahun 1974 tentang Berpedoman pada UU No. 1
Dasar Hukum Perkawinan dan Pasal 97 Tahun 1974 dan Pasal 97 KHI
KHI
Penafsiran Ditafsirkan secara tekstual |Ditafsirkan secara kontekstual
Pasal 97 KHI |sebagai pembagian sama rata||dan fleksibel
Proporsi 50% : 50% antara mantan  ||Tidak harus 50% : 50%, dapat
Pembagian suami dan mantan istri berbeda sesuai kontribusi
Pertimbanean Menekankan asas kesetaraan [Menekankan asas keadilan
) 84 formal dalam kepemilikan |lsubstantif berdasarkan
Hakim o
harta bersama kontribusi nyata
Tetap memperhitungkan
Pengurangan |Harta bersama dibagi setelah |hutang, tetapi proporsi
Hutang dikurangi hutang bersama | ditentukan berdasarkan
kontribusi
Implikasi s | M e Ber'po'tenm menimbulkan
terhadap . variasi putusan karena
. putusan karena berbasis o
Kepastian T yw bergantung pada penilaian
Hukum P & P kontribusi

Tabel tersebut menunjukkan bahwa perbedaan utama kedua

putusan terletak pada metode penafsiran terhadap Pasal 97 KHI dan

orientasi keadilan yang digunakan. Putusan 288 K/AG/2010 Ilebih

menekankan kepastian hukum melalui pembagian setengah-setengah,

sedangkan Putusan 266 K/AG/2010 mengedepankan keadilan substantif

dengan mempertimbangkan kontribusi ekonomi masing-masing pihak.




Perbedaan ini menjadi inti persoalan mengenai konsistensi penerapan
norma dalam pembagian harta bersama di tingkat kasasi.

Perbedaan orientasi keadilan dalam kedua putusan Mahkamah
Agung tersebut menimbulkan permasalahan hukum yang penting terkait
dasar penafsiran pembagian harta bersama dalam hukum keluarga Islam di
Indonesia. Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan
perbedaan hasil akhir pembagian harta, tetapi lebih jauh menyentuh aspek
normatif mengenai bagaimana Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
seharusnya dipahami dan diterapkan. Apakah ketentuan tersebut harus
dimaknai sebagai aturan yang bersifat tegas dan mengharuskan pembagian
secara sama rata antara suami dan istri, ataukah sebagai norma yang
bersifat fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi dan
kontribusi para pihak demi mewujudkan keadilan substantif. Selain itu,
perbedaan ini juga menimbulkan isu mengenai konsistensi Mahkamah
Agung dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga kesatuan hukum.

Menariknya, kedua putusan tersebut ditetapkan pada tahun yang
sama, namun menunjukkan perbedaan pendekatan yang cukup mendasar
dalam pembagian harta bersama. Fakta ini menjadi penting untuk
dicermati, karena dalam kurun waktu yang sama seharusnya terdapat
kecenderungan keseragaman dalam penerapan norma hukum, khususnya
di tingkat Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan. Akan tetapi,
perbedaan yang muncul justru memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan

dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum yang sama.



Pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun norma
hukum telah diatur dengan jelas, ruang interpretasi hakim dalam
menentukan keadilan masih sangat luas tanpa adanya pedoman
yurisprudensi yang tetap.® Kondisi tersebut menimbulkan keberagaman
putusan yang berpotensi melemahkan kepastian hukum pada tingkat
nasional. Perbedaan penafsiran antarputusan menunjukkan belum adanya
keseragaman dalam penerapan norma, sehingga diperlukan pedoman
yurisprudensi atau panduan yang dapat dijadikan acuan bersama oleh para
hakim di lingkungan peradilan agama. Kehadiran pedoman tersebut
diharapkan mampu menciptakan konsistensi dalam penegakan hukum
serta meminimalkan perbedaan interpretasi yang terlalu jauh.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk meninjau
kembali konsistensi penerapan hukum dalam pembagian harta bersama di
Mahkamah Agung. Analisis terhadap dua putusan berbeda ini akan
mengungkap pola pertimbangan hukum, interpretasi terhadap hukum
Islam dan hukum postif, serta relevansinya terhadap prinsip keadilan dan
kepastian hukum. Pendekatan yuridis-komparatif yang digunakan akan
membantu menelusuri sejauh mana perbedaan dasar hukum dan
pertimbangan yuridis antara kedua putusan tersebut mencerminkan
dinamika penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini
diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan

hukum keluarga Islam baik secara teoretis maupun praktis.

¢ Ibnu Elmi A. S. Pelu & Ahmad Dakhoir. “Marital property within the marriage law: A
debate on legal position and actual applications.” Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies, Vol 59,
No 2 (2021) him. 307.



Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan
pada analisis komparatif terhadap Putusan Nomor 288 K/AG/2010 dan
Putusan Nomor 266 K/AG/2010 guna mengidentifikasi perbedaan
penafsiran norma hukum dalam pembagian harta bersama dalam hukum
Islam dan hukum positif yang kemudian dianlisis menggunakan prinsip
keadilan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih
komprehensif mengenai konsistensi penerapan hukum di tingkat

Mahkamah Agung.

RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan
beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam pemberian
Putusan No. 288 K/AG/2010 dan Putusan No. 266 K/AG/2010 dalam
menetapkan pembagian harta bersama antara suami dan istri?

2. Bagaimana analisis komparatif Putusan Mahkamah Agung No. 288
K/AG/2010 dan Putusan No. 266 K/AG/2010 ditinjau dari perspektif

hukum Islam dan hukum Positif dalam prinsip keadilan?

TUJUAN DAN KEGUNAAN

1. Tujuan Penelitian



a. Untuk menjelaskan dan menganalisis ketentuan hukum yang
mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan berdasarkan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Untuk mengkaji dan mengevaluasi pertimbangan hukum yang
digunakan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 288 K/AG/2010
dan Putusan No. 266 K/AG/2010 terkait pembagian harta bersama.

c. Untuk membandingkan kedua putusan tersebut secara normatif
dalam kerangka asas keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum,
serta menilai implikasinya terhadap konsistensi yurisprudensi di
bidang hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang
hukum keluarga Islam dan teori keadilan dalam pembagian
harta bersama.

2) Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian normatif
mengenai interpretasi hakim terhadap pasal-pasal dalam UU
No. I Tahun 1974 dan KHI yang berkaitan dengan konsep
harta bersama.

3) Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik dalam
pengembangan doktrin hukum Islam tentang kesetaraan hak

dan kewajiban ekonomi antara suami dan istri pasca perceraian.



b. Manfaat Praktis

1) Memberikan pemahaman bagi hakim dan praktisi hukum
mengenai pentingnya konsistensi dalam menerapkan asas
keadilan dan kepastian hukum dalam putusan terkait harta
bersama.

2) Menjadi bahan masukan bagi Mahkamah Agung dalam
penyusunan pedoman atau guidelines yurisprudensi agar tidak
terjadi perbedaan interpretasi dalam perkara sejenis.

3) Memberikan wawasan bagi masyarakat dan pembuat kebijakan
mengenai  pentingnya perlindungan hak-hak ekonomi
perempuan dalam pembagian harta bersama, sebagai bentuk

penerapan nilai keadilan substantif dalam hukum nasional.

D. TELAAH PUSTAKA

Penelitian terdahulu ini sebagai salah satu acuan penulis dalam
melakukan penelitian. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan
penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian yang penulis
buat. Namnum penulis mengangkat beberapa penelitian menjadi contoh
keterangan dalam memperkaya bahan kajian di penelitian penulis. Berikut
ialah penelitian terdahulu berupa skripsi serta jurnal terkait dengan
penelitian yang di lakukan penulis.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Maula, B. S., Zain, M. F.,

& Nada, S.(2024) yang berjudul “Marital Property in Marriages of



Different Nationalities in Indonesia According to National Law and
Islamic Law”. Penulis menjelaskan perbedaan pengaturan dan praktik
pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran menurut hukum
nasional dan hukum Islam di Indonesia. Menggunakan metode
pendekatan normatif-komparatif dengan analisis terhadap peraturan
dan putusan Mahkamah. Hasilnya ditemukan bahwa pembagian harta
bersama masih bergantung pada kontribusi finansial masing-masing pihak,
bukan pada prinsip keadilan substantif. Studi ini merekomendasikan
pembaruan hukum agar mempertimbangkan keadilan berbasis kesetaraan
gender.’

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Al Kadumi, F., Seff, N., &
Hakim, A. (2024) yang berjudul “The Reconstruction of Islamic Family
Law in Indonesia: A Normative-Comparative Analysis of Gender Justice
and Legal Modernity”. Penulis mengkaji reformulasi hukum keluarga
Islam dengan fokus pada pembagian harta bersama pasca perceraian dalam
konteks keadilan gender. Menggunakan metode analisis normatif dan
komparatif terhadap teks hukum, putusan pengadilan, dan teori keadilan
hukum islam modern. Hasilnya penulis menemukan bahwa meskipun

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah mengakomodasi prinsip syirkah,

7 Bani Syarif Maula, “Muhammad Fuad Zain & Syifaun Nada. Marital property in
marriages of different nationalities in Indonesia according to national law and Islamic law”. E/
Agwal, Vol 8, No 1(2024).
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praktik peradilan masih bias terhadap laki-laki. Diperlukan konstruksi ulang
asas keadilan agar sejalan dengan magashid al-syari‘ah.®

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Limbong, R. (2025) yang
berjudul “A Legal Perspective on Inheritance of Joint Property : A
Comparative  Analysis  of  Various  Legal  Systems”.  Penulis
membandingkan sistem pewarisan dan pembagian harta bersama antara
hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional Indonesia. Menggunakan
metode studi normatif-komparatif menggunakan pendekatan analisis
hukum lintas system. Hasilnya penulis menemukan bahwa Hukum Islam
memiliki fleksibilitas tinggi dalam adaptasi dengan sistem hukum nasional,
tetapi belum terdapat keseragaman putusan peradilan agama terkait
proporsi pembagian harta. Penulis menekankan pentingnya kodifikasi
yurisprudensi untuk menghindari disparitas putusan.’

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Nawir, A., Suarning, S.,
& Aris, A. (2024) yang berjudul “Comparative Analysis of The Law
Systems in Indonesia and Saudi Arabia in The Context of Unregistered
Marrige: Magqgashid Al-Syari’ah  Perspective”. Penulis menelaah
perlindungan hak-hak perempuan terhadap harta bersama dalam konteks
perkawinan tidak tercatat (nikah siri). Menggunakan metode pendekatan

maqashid al-syari‘ah dengan analisis terhadap perbandingan praktik

8 TFitri Al Kaduni, dkk, “The reconstruction of Islamic family law in Indonesia: A
normative-comparative analysis of gender justice and legal modernity”. ASEAN Journal of Islamic
Studies and Civilization (AJISC), Vol 1, No 1(2024), 1-19.

® Rosalina Limbong. “A legal perspective on inheritance of joint property: A
comparative analysis of various legal systems.” Legal Frontier Journal. Vol. 1, No. 1 (2025).
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hukum keluarga Islam di Indonesia dan Arab Saudi. Hasilnya penulis
menyimpulkan bahwa perempuan dalam perkawinan tidak tercatat tidak
memiliki perlindungan hukum yang memadai atas harta bersama. Hal ini
menunjukkan perlunya peradilan agama Indonesia menguatkan prinsip
keadilan substantif dalam konteks gender.'?

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Jambunanda, A. J.,
Fakhriah, E. L., & Supriyatni, R. (2025) yang berjudul “VOSviewer-
Assisted Systematic Review and Meta-analysis of Joint Property Disputes
in Family Law in Indonesia and Malaysia”. Penulis melakukan tinjauan
sistematis terhadap penelitian-penelitian tentang sengketa harta bersama di
Indonesia dan Malaysia. Menggunakan metode Systematic literature
review dan meta-analysis menggunakan perangkat lunak VOSviewer
untuk memetakan tren penelitian. Hasilnya penelitian ini menunjukkan
tren peningkatan kasus sengketa harta bersama yang kompleks, namun
minim penelitian empiris yang membandingkan putusan pengadilan.
Penulis menyerukan perlunya studi kualitatif terhadap praktik peradilan
agama dan yurisprudensi Mahkamah Agung.'!

Kelima penelitian di atas memiliki kesamaan dalam menyoroti
pentingnya penerapan keadilan substantif dalam pembagian harta bersama

menurut hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Sebagian besar

10" Ahmad Nawir, dkk, A. “Comparative analysis of the family law systems in Indonesia
and Saudi Arabia in the context of unregistered marriage: Maqashid al-syari’ah perspective.”
International Journal of Humanities, Education, and Social Sciences (IJHESS), Vol 6, No 4(2024).

' Ahmad Jamaludin Jambunanda., dkk. “VOS viewer-assisted systematic review and
meta-analysis of joint property disputes in family law in Indonesia and Malaysia.” Global Journal
of Comparative Law,Vol 14, No 2, (2025), 188-210.



menggunakan pendekatan normatif atau komparatif, dengan fokus pada
interpretasi terhadap KHI dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Namun,
penelitian tersebut belum secara khusus menelaah inkonsistensi putusan
Mahkamah Agung seperti yang terjadi antara Putusan No. 288 K/AG/2010
dan No. 266 K/AG/2010.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan
pendekatan yuridis komparatif terhadap dua putusan Mahkamah Agung
(No. 288 K/AG/2010 dan No. 266 K/AG/2010). Dengan demikian,
penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi, empiris dan teoretis
dalam pengembangan konsistensi yurisprudensi serta memperkuat

paradigma keadilan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

E. KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Keadilan
(Justice Theory) sebagai landasan analisis dalam mengkaji permasalahan
yang diteliti. Teori ini digunakan sebagai kerangka konseptual untuk
memahami prinsip-prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama, baik
dalam konteks keadilan normatif maupun keadilan substantif, serta dalam
kaitannya dengan penerapan hukum Islam dan hukum positif.

Aristoteles dalam karyanya Etika Nikomachea mengemukakan
konsep keadilan sebagai salah satu keutamaan utama dalam kehidupan
bermasyarakat. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan bentuk ketaatan

terhadap hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku

12



13

dalam kehidupan polis, sehingga keadilan dipandang sebagai keutamaan
yang bersifat umum. Pandangan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak
hanya berkaitan dengan kepentingan individu, tetapi juga berfungsi
menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam masyarakat.'?

Sebagaimana dijelaskan oleh Theo Huijbers, Aristoteles juga
memandang keadilan sebagai keutamaan moral khusus yang berkaitan
dengan sikap manusia dalam hubungan sosial, terutama dalam menjaga
keseimbangan dan hubungan yang baik antarindividu. Keseimbangan
tersebut diukur melalui prinsip kesamaan, yang terdiri atas kesamaan
numerik  dan  kesamaan  proporsional.’? Kesamaan numerik
menempatkan setiap orang pada posisi yang sama, misalnya persamaan di
hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional berarti memberikan
kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan
dan kontribusinya.

Aristoteles membedakan keadilan distributif dan keadilan korektif,
di mana keadilan distributif berkaitan dengan pembagian kehormatan,
kekayaan, dan sumber daya dalam ranah hukum publik, sementara
keadilan korektif berfungsi untuk memperbaiki ketidakadilan melalui

pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau penjatuhan

12 M. Agus Santoso, Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kebijakan Filsafat Hukum,
Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), him. 85.

13" Ibid, hlm. 86.
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sanksi yang sepadan kepada pelaku pelanggaran.'4

Sementara itu, Radbruch menempatkan keadilan sebagai unsur
fundamental dalam hukum, dengan memandang keadilan sebagai bentuk
kesetaraan yang harus menjadi tuntutan normatif dalam pembentukan dan
penerapan hukum.!> Meskipun demikian, Radbruch menyadari bahwa
konsep keadilan bersifat formal dan abstrak, sehingga tidak memberikan
pedoman yang konkret mengenai cara-cara praktis dalam mewujudkan
kesetaraan. Keadilan hanya menegaskan bahwa setiap pihak yang berada
dalam keadaan yang sama harus diperlakukan secara sama, namun tidak
menjelaskan kriteria untuk menentukan kesetaraan tersebut. Oleh karena
itu, keadilan berfungsi sebagai standar normatif, bukan sebagai substansi
hukum itu sendiri.'®

Menurut Radbruch, keadilan juga mengandung beberapa dimensi.
Pertama, keadilan dapat dipahami sebagai sifat atau kualitas pribadi yang
tercermin dalam sikap dan keyakinan individu, di mana keadilan subjektif
berperan mendorong terwujudnya keadilan objektif sebagai bentuk
keadilan yang utama. Kedua, hukum positif dan cita hukum (Rechtsidee)
merupakan sumber normatif yang menjadi landasan dalam pencapaian

keadilan. Ketiga, dengan merujuk pada prinsip kesamaan Aristoteles,

4 M. Agus Santoso, Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kebijakan Filsafat Hukum,
him. 87.

15 Gustav Radbruch, Legal Philosophy, dalam The The Legal Philosophies of Lask,
Radbruch, and Dabin, ed. John H. Wigmore, dkk. (Massachusetts: Harvard University Press,
1950), him. 107.

16" Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum
Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum,” COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, Vol.6
No. 2, 2023, hlm. 559.
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Radbruch membedakan keadilan ke dalam dua bentuk, yaitu keadilan
distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif menuntut agar
setiap orang memperoleh haknya secara proporsional sesuai dengan
kedudukannya, sedangkan keadilan komutatif menekankan pemberian hak
yang adil bagi individu-individu yang setara, baik dalam aspek fisik
maupun nonfisik.!”

Keadilan umum menurut Aristoteles dipahami sebagai kesesuaian
dengan hukum yang berlaku, yang dalam perkembangannya berkaitan
dengan pemikiran Gustav Radbruch mengenai pentingnya prinsip
kepastian hukum sebagai salah satu unsur fundamental dalam penegakan
hukum. Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum mencakup tiga unsur
pokok: keadilan (gerechtigkeit), kemanfaatan (zweckmabigkeit), dan
kepastian hukum (rechtssicherheit).'

Radbruch menyatakan bahwa hukum sebagai aturan positif
harus menjamin kepastian agar dapat berfungsi sebagai pedoman yang
dapat diprediksi dan ditaati oleh masyarakat. la menegaskan bahwa hukum
positif tetap harus dihormati demi ketertiban sosial, bahkan ketika hukum
tersebut mungkin tidak sempurna secara moral. Kepastian hukum

memiliki fungsi instrumental, yakni memberikan jaminan bahwa norma

17 Kompas, “Teori Keadilan Menurut Aristoteles Dan Contohnya,” Kompas.com, 2021,
https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/125545769/teori-keadilan-menurut-aristoteles
diakses 11 Februari 2026

18 Radbruch, 2006, him.7


https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/125545769/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-

16

dapat diketahui, dipahami, dan diterapkan secara konsisten.!” Kepastian
hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang
memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari
setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat
tersebut.?’

Pada konteks penelitian ini, inkonsistensi antara Putusan No. 288
K/AG/2010 dan No. 266 K/AG/2010 menunjukkan adanya perbedaan
dalam penerapan keadilan antara pendekatan yang bersifat formal dan
yang bersifat kontekstual. Untuk menganalisis hal tersebut, penelitian ini
menggunakan teori keadilan Aristoteles sebagai kerangka konseptual,
khususnya terkait dengan konsep keadilan umum yang menekankan
kesesuaian terhadap hukum serta keadilan distributif yang berorientasi
pada proporsionalitas, sehingga tetap mencerminkan keterkaitan dengan

aspek kepastian hukum dalam praktik peradilan.

F. METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian, penggunaan metode merupakan hal yang
esensial, karena metode berfungsi sebagai cara atau prosedur yang sistematis
dalam menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh peneliti.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai merupakan penelitian pustaka yaitu

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data

19 Ibid.
20 Gramedia “Teori Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch”, Gramedia.com, 2021,

https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/ diakses 11 Februari 2026
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sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Dalam penelitian ini penulis
berusaha mengumpulkan bahan dari berbagai sumber Pustaka yang

relevan, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan komparatif.?! karena
menggambarkan ketentuan hukum tentang harta bersama dan
problematika penerapannya dalam peradilan agama. Setelah
pendeskripsian, penelitian menganalisis konsistensi dan relevansi
penerapan norma dalam dua putusan Mahkamah Agung. Sifat
penelitian ini juga komparatif karena membandingkan Putusan No.
288 K/AG/2010 dan Putusan No. 266 K/AG/2010 untuk
mengidentifikasi  persamaan dan  perbedaan  pertimbangan
hukumnya. Melalui pendekatan tersebut, penelitian menilai sejauh
mana kedua putusan mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian
hukum.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian hukum normatif merupakan metode
analitis yang membandingkan ketentuan, doktrin, atau putusan dalam
dua konteks hukum berbeda untuk menyingkap karakter, struktur, dan
rasionalitas pengaturannya. Kajian dilakukan dengan menelaah norma

secara sistematis melalui pendekatan perundang-undangan guna

2l Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:UI Press.1986), him.50.



18

mengidentifikasi konstruksi normatif, hubungan hierarkis, dan ruang

keberlakuannya.

Tujuan utama dari pendekatan ini ialah memperoleh pemahaman
komprehensif mengenai substansi hukum, prinsip yang mengarahkan
interpretasinya, serta pola penerapannya dalam menyelesaikan
persoalan konkret. Perbandingan dilakukan bukan sekadar untuk
menunjukkan perbedaan, tetapi untuk menilai konsistensi, efektivitas,
dan keadilan suatu ketentuan ketika dihadapkan pada realitas sosial.
Melalui  analisis komparatif, penelitian diharapkan mampu
mengungkap kecenderungan penegakan hukum, mengidentifikasi
kelemahan atau kekosongan norma, dan menawarkan rekomendasi
konstruktif bagi harmonisasi serta pengembangan hukum. Dengan
demikian, metode ini menjadi sarana akademik penting dalam
menjaga kepastian hukum dan mewujudkan putusan yang berorientasi
pada keadilan substantif.

Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, bahan hukum yang digunakan
terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier
a. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif,

yaitu norma hukum yang mengikat. Bahan ini meliputi Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam



(KHI), serta Putusan Mahkamah Agung No. 288 K/AG/2010 dan

No. 266 K/AG/2010 yang menjadi objek utama analisis penelitian.
b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan

dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks

hukum keluarga Islam (misalnya karya Amir Syarifuddin, Soerjono

Soekanto, dan Sudikno Mertokusumo), artikel jurnal ilmiah terkait

keadilan dalam pembagian harta bersama (Hidayah, 2024,

Khairunnisa & Kusumadara, 2025), serta hasil penelitian hukum

sebelumnya.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang membantu menjelaskan
bahan primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum Black’s Law
Dictionary, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan
ensiklopedia hukum Islam.

Ketiga jenis bahan hukum ini digunakan secara terpadu untuk
memberikan dasar analisis yang kuat, sistematis, dan kontekstual
terhadap isu hukum yang dikaji.

Analisis Data
Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara

kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data hukum

secara mendalam tanpa menggunakan metode statistik. Peneliti
menganalisis peraturan perundang- undangan, asas hukum, doktrin
para ahli, dan putusan pengadilan dengan pendekatan interpretatif dan

argumentatif. Pendekatan interpretatif digunakan untuk menafsirkan
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makna norma hukum, seperti ketentuan dalam Pasal 35-37 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 85-97 KHI, guna menemukan
makna yang sesuai dengan prinsip keadilan substantif dalam
pembagian harta bersama.

Selanjutnya, pendekatan argumentatif digunakan untuk meninjau
konsistensi antara norma hukum dan penerapannya dalam praktik
yurisprudensi, khususnya pada Putusan Mahkamah Agung No. 288
K/AG/2010 dan No. 266 K/AG/2010. Analisis dilakukan dengan
membandingkan pertimbangan hukum pada kedua putusan tersebut
dan menilai apakah dasar hukum yang digunakan sudah sejalan
dengan asas keadilan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan
pemahaman komprehensif tentang bagaimana norma hukum
diterapkan dan diinterpretasikan dalam penyelesaian sengketa harta

bersama di peradilan agama.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Untuk lebih sistematis dalam penulisan ini maka perlu sistematika
penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah yang berupa skripsi.
Sistematika ini dibuat guna memberikan Gambaran mengenai isi skripsi.
Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi kedalam lima bab yang
masing-masing menunjukan titik berat yang berbeda namun dalam satu

kesatuan yang berkesinambungan, yaitu;
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BAB1

BAB II

Bab ini menjelaskan konteks penelitian, urgensi
masalah, serta arah kajian. Di dalamnya memuat latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan
konsep, serta metode penelitian yang digunakan. Bab ini
menjadi dasar bagi keseluruhan analisis yang dilakukan
pada bab-bab berikutnya.

Urgensi Bab I muncul karena tanpa fondasi tersebut
penelitian akan kehilangan arah, tidak terukur, dan tidak
memiliki batas analisis yang jelas. Bab ini menentukan
mengapa penelitian penting dilakukan, apa yang hendak
diselesaikan, dan bagaimana cara mencapainya. Seluruh
bab berikutnya memperoleh legitimasi akademiknya dari
konstruksi metodologis dan teoretis yang dibangun pada
bab ini.

Bab ini membahas landasan konseptual yang
matang mengenai gambaran umum tentang Harta Bersama
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bab ini muncul sebagai
kerangka acuan teoritis agar pembahasan pada bab analisis
tidak terlepas dari prinsip-prinsip normatif yang telah

Mapan. Pemilihan teori keadilan dan kepastian hukum
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BAB III
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dalam bab ini juga berfungsi menetapkan sudut pandang
ilmiah yang konsisten.

Urgensi Bab II terlihat dari perannya dalam
memastikan bahwa seluruh analisis pada bab selanjutnya
memiliki pegangan konseptual yang benar. Kajian putusan
pengadilan tanpa dasar teori akan menjadi bersifat
deskriptif semata. Kehadiran kerangka normatif ini
menjadikan analisis tidak hanya menggambarkan
fenomena hukum, tetapi juga menilai kesesuaiannya
dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi.

Bab ini menyajikan data empiris yang menjadi
objek kajian, yaitu dua putusan Mahkamah Agung. Bab
ini diperlukan agar penelitian tidak berhenti pada tataran
teori, melainkan berakar pada fakta yuridis yang konkret.
Penyajian kronologi, pokok sengketa, dasar hukum, dan
pertimbangan hakim memastikan bahwa pembaca
memahami konteks faktual dan yuridis sebelum masuk ke
tahap analisis.

Urgensi Bab 1II terletak pada sifatnya sebagai
sumber data utama. Tanpa pemaparan putusan secara rinci,
analisis pada bab berikutnya tidak akan dapat dilakukan

secara valid. Bab ini menjadi



BAB IV

BABV

23

Bab ini merupakan inti pembahsan yaitu melakukan
analisis mendalam serta perbandingan terhadap argumen
hukum dalam kedua putusan. Bab ini menjadi tempat bagi
peneliti untuk mengaplikasikan teori, menilai konsistensi
penerapan norma, dan mengevaluasi rasionalitas

pertimbangan hakim.

Urgensi Bab IV muncul dari kepentingannya dalam
menjawab rumusan masalah secara langsung. Bab ini
membuktikan apakah teori yang telah dipaparkan dapat
menjelaskan perbedaan putusan, apakah prinsip keadilan
diterapkan secara seragam, dan bagaimana temuan
tersebut berpengaruh pada kepastian hukum. Tanpa bab ini,
penelitian tidak akan menghasilkan nilai analitis yang

bermakna.

Bab ini berhubungan dengan kebutuhan untuk
merangkum keseluruhan temuan dan memberikan jawaban
yang eksplisit terhadap rumusan masalah. Bab ini
dibutuhkan agar penelitian tidak berhenti pada analisis
tetapi juga memberikan arah bagi pengembangan praktik

hukum dan penelitian selanjutnya.

Urgensi Bab V terletak pada perannya dalam
menutup penelitian secara sistematis, menyatukan

temuan teoritis dan empiris, serta menyampaikan
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rekomendasi yang bersifat konstruktif. Bab ini
memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya bernilai
akademis, tetapi juga bermanfaat secara praktis bagi

pembaruan hukum dan penguatan putusan peradilan



BAB YV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Mahkamah

Agung No. 288 K/AG/2010 dan Putusan No. 266 K/AG/2010, penulis

menarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam kedua perkara ini
menunjukkan adanya dua pendekatan berbeda dalam memandang
kedudukan harta bersama pasca perceraian. Dalam Putusan No. 288
K/AG/2010, hakim menitikberatkan pada aspek kepastian hukum
melalui penerapan Pasal 97 KHI secara tekstual, di mana harta bersama
dibagi secara seimbang (setengah bagian masing-masing) dengan prinsip
bahwa hak atas harta tersebut baru dapat dibagi setelah kewajiban
berupa hutang bersama yang timbul selama perkawinan dilunasi.
Sebaliknya, dalam Putusan No. 266 K/AG/2010, hakim lebih
mengedepankan keadilan substantif dengan melihat fakta persidangan
bahwa suami telah lalai memberikan nafkah selama bertahun-tahun,
sehingga seluruh harta yang ada murni berasal dari jerih payah istri. Hal
ini mendasari hakim untuk memberikan porsi pembagian yang tidak
sama rata, yakni ¥4 bagian untuk istri dan % bagian untuk suami.

Secara komparatif, kedua putusan ini mencerminkan dinamika
penafsiran hukum yang kaya baik dalam perspektif hukum Islam, hukum

positif, maupun prinsip keadilan. Dalam perspektif hukum Islam,
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Putusan No. 288 K/AG/2010 selaras dengan prinsip syirkah yang
menekankan keseimbangan hak dan tanggung jawab kolektif suami-istri
atas harta dan beban keluarga. Sementara itu, Putusan No. 266
K/AG/2010 merefleksikan nilai-nilai keadilan proporsional dalam
hukum Islam yang mengakui kontribusi nyata salah satu pihak, sehingga
mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap pihak yang bekerja
keras. Dalam kacamata hukum positif, kedua putusan tetap berpijak pada
koridor UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, namun menunjukkan bahwa
Pasal 97 KHI tidak bersifat kaku melainkan dapat ditafsirkan secara
fleksibel demi melindungi hak-hak ekonomi, terutama bagi istri yang
memegang peran pencari nafkah tunggal. Melalui teori keadilan
Aristoteles, Putusan No. 288 K/AG/2010 mewujudkan keadilan korektif
yang menjaga kesetaraan formal, sedangkan Putusan No. 266
K/AG/2010 mewujudkan keadilan distributif yang membagi harta secara

proporsional berdasarkan kontribusi riil di lapangan.

SARAN

Bagi praktisi hukum dan hakim disarankan tidak terpaku pada
pembagian matematis setengah bagian saja, melainkan harus lebih jeli
menggali fakta kontribusi rill para pihak guna memberikan perlindungan
hukum yang adil, terutama bagi perempuan dalam sengketa harta bersama.
Sementara itu, Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian

melalui studi lapangan (empiris) untuk melihat efektivitas eksekusi putusan-
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putusan yang tidak sama rata tersebut, serta menggunakan pendekatan lain
seperti analisis ekonomi hukum atau perlindungan hak asasi perempuan

dalam konteks hukum keluarga.
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